BAB I11

PEMBAHASAN

A. Konsep Umum Tentang Murabahah
1. Pengertian Murabahah

Murabahah didefinisikan oleh para fugaha sebggenjualan
barang seharga biaya/harga poKokst) barang tersebut ditambahark-
up margin keuntungan yang disepakKati.

Dalam istilah figih,murabahahadalah akad jual beli atas barang
tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelasanly yang
diperjualbelikan, termasuk harga pembelian baraega#la pembeli,
kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungdamdgumiah
tertentu’

Menurut Muhammad Hoesseimurabahahadalah jual beli barang
dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yaegakati. Dalam
hal ini penjual harus memberitahukan harga pokokiyk yang ia jual dan
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambgaa

Sedangkan secara terminologmurabahah berarti pembelian

barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulanla®,bl tahun dst).

! Wiroso, Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana dan Dissii Hasil Usaha Bank
Syariah,(Jakarta: PT. Grafindo, 20Q%)im. 13 dalam buku Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum
Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syari'ah, §kagwa: Ull Press, 2012).
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Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberdepada
nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan prodtulesitory)?

Jadi singkatnya dalam teknis perbankawirabahahadalah akad
jual beli antara bank dan penerima pembiayaan dinteank membeli
barang yang diperlukan oleh penerima pembiayaan kiamudian
menjualnya kepada penerima pembiayaan yang bens@amglsebesar
harga perolehan ditambah dengan margin keuntungawgy yisepakati
antara bank dan penerima pembiayaan.

2. Landasan Hukum Murabahah

Murabahahmerupakan bagian terpenting dari jual beli. Judl be
dalam Islam sebagai sarana tolong-menolong anésearge umat manusia
yang diridhai oleh Allah SWT, dalam jual beli jugangat diharapkan
adanya unsur suka sama suka, sebagaimana diselulatleain Al-Qur’an
dan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

¢S O>2ESE40 LA Fa e
RO ¢HAREOAS>Q4OQ o+ BI-FUOHNRO W
O LA Lo RREA->040 s RNOXKI @D

BN €IMOD2M00 P e e €OADXIRQOE= 6B
ALEV#BIIRG HEN @00 § SO ROYwa
EMNNOOEN W I RO ERNO BA-MAMNea L
B TO¢ SRR 0w S Romr 9808
AAO ¢ E M Wwe S + 6 O=RNOOWed
ITHRE¢o B OGN B o - =000
T M <O >R DEneA LRI
¢ 48 ORLeS—o0 FORIVo@F 1o s 40 DY ONALH=0

3 Karnaen Anwar Perwataatmadja dan Muhammad Syafitonio, Apa dan Bagaimana
Bank Islam(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992), him. 25

* Muhammad, Model-model akad pembiayaan di Bank Syariah (Pandukeknis
Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank i&ygr(Yogyakarta: Ull Press, 2009),
him. 150.
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* Forde QERRO ACECARONEI 0 Ni-mER
Ae@o%0reiOfie N o8 cpeied B
720 B  F0.0Cwa i SHORGOOWM

AU IRD MO0 RS- CRE o O&08,

Artinya: ‘orang-orang yang Makan (mengambil) ribaak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya juaitbel
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), Maka bagirgpa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allatang
yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu admala
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
(Al-Bagarah: 275)

=000 {OKK 0->0 &) A Xl D SANOL Jdm
§ =0060Kr0r04+s FJORLETRO N6 >0k
284w <OJFORE BHUDL00RT+ & §O€O
E¥RQED >NHACOREHL D+« CHETCAED RO B
Artinya: ‘Dan jika (orang yang berhutang itu) dalakesukaran,
Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) ity lebi
baik bagimu, jika kamu mengetahui’. ((Al-BagaraB02

b. Al-Hadits
Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukaangaksi
pembiayaamurabahahadalah:
Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW Hedtaa“Tiga
hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual bekcara

tangguh, mugaradhah (mudharabah) dan mencampur wgand

®> Muhammad Syafi'i AntonioQp.cit, him. 102.
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dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuialti (HR.
Ibnu Majah)®
3. Rukun dan Syarat Murabahah
a. Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jua) peitu:
1) Orang yang menjual
2) Orang yang membeli
3) Sighat
4) Barang atau sesuatu yang diakadkan
Keempat rukun tersebut telah disepakati oleh junofama
untuk setiap jenis akad.
b. Syarat Murabahah
Syarat-syarat yang ada dalam setiap transaksi pgadn
nmurabahahadalah:
1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
2) Mengetahui besarnya keuntungan
3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bilediergecat
atas barang sesudah pembelian
4) Kontrak harus bebas dari riba
5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara’ (rykog
ditetapkan)
6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan

® Muhammad Syafi'i AntonioQp.cit, him. 102.
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secara hutang.
4. Jenis Pembiayaan Murabahah’
a. Pembiayaan Modal Kerja
Yaitu penyaluran dana yang dimaksudkan untuk meime
kebutuhan usaha bagi pembelian/pengadaan barargm dal
rangka usaha.
b. Pembiayaan Investasi
Penyaluran dana yang diberikan untuk memenuhi
kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana usahgaran
dipersamakan dengan itu.
c. Pembiayaan Konsumtif
Penyaluran dana yang dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga.

B. Konsep Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK M)
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahlu gidak
yang langsung berhubungan dengan UMKM, diantar&nya:
1.Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
UMKM memiliki criteria sebagai berikut:

a. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang parggan atau

" MuhammadQp.cit, him. 54.

®http://bloggeranyar.blogspot.com/2011/02/pengettiarkm-usaha-mikro-kecil-dan
menengah.html, {Senin 12 Mei 2014, (15:51)}
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badan usaha milik perorangan yang memnubhi Kritexiani:

1) Memiliki kekayaan bersih tananh dan bangunan Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

2) Memiliki hasilpenjualan tahunan paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang ioesgéndiri
yang dilakikan oleh orang perorangan atau badahaugang
bukan merupakan anak peusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadiidradpaik
langsung maupun tidak langsung dari usaha meneatmh
usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.0@0(fbma
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak tesuoka
tanah dan bangunan usaha, atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai deng
paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar Inaas
juta rupiah)

c. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yaandird
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan diadan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataogcab

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadjidra baik
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langsung maupun tidak langsung dengan usaha keuailb&sar

yang memenuhi kriteria:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.0@0,0
(ima ratus juta‘rupiah) sampai dengan paling bknya
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupsdmpai
dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (limaufpul
miliyar rupiah)

2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi KWM
berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecilpakan
usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang agsan
dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merusaien
yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang samjeaigén 99
orang.

3. Menurut Kementrian Keuangan
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 318/KM
016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa usaha kecihgseb
perorangan atau badan usaha yang telah melakukan
kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan atau oipeet

tahun kurang lebih Rp 600.000.000 atau asset @ksiwbanyak
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Rp 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yangngdé).
Contohnya: Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalaentuk
badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk peamrang
antara lain: pengrajin industry rumah tangga, peternelayan,
pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

Dari berbagai pendapat diatas, pengertian UMKMhdilidari
berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dinpklaku,
jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi
penjualan/omset pelaku UMKM

2. Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM

Dalam perspektif perembangannya, UMKM dapat dikilkeasikan
menjadi empat kelompok yaitu:

1. Livelihood Aktivities merupaka UMKM yang digunakan sebagai
kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lelitura dikenal
sebagai sector informal. Contohnya adalah pedaggikidima.

2. Micro Enterprise,merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin
tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. Small Dynamic Enterprisenerupakan UMKM yang telh memiliki jiwa
kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sulbkderieekspor.

4. Fast Moving Enterprisemerupakan UMKM yang telah memiliki jiwa

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi oiddgaha Besar

*http://peuyeumcipatat.blogspot.com/2013/08/datalikiesaha-mikro-kecil-dan.html,
{Senin, 12 Mei 2014 (15.52)}
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(UB).

C. Pelaksanaan Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro
di KSU BMT Harum Kudus
Dalam penyaluran pembiayaan, BMT Harum Kudus
mengoptimalkan pembiayannya menggunakan akadabahahsebagai
salah satu cara yang ditempuh dalam rangka mehgalwlana kepada
masyarakat. Murabahah bisa diimplementasikan umhéningkatkan
usaha mikro bagi anggotanya terutama untuk pedauzsay.
Adapun kriteria dalam pembiayaan murabahah di BMArurh Kudus,
sebagai berikut®
1. Plafon pembiayaan
Rp 1.000.000,00 — Rp 50.000.000,00
2. Skema pembiayaan adalah jual belutabahah)
3. Akad pelengkap menggunakan akeakalah
4. Jangka waktu pembiayaan

5. Biaya administrasi

19 Wawancara dengan Bapak Hendro Crystanto sebagmil&e«abang Utama di BMT
Harapan Ummat Kudus, (Tanggal 17 April 2014).
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Tabel 1.1

Biaya Administrasi

Kantor pusat dar

I

Uraian Kantor pusat Kantor cabang/pasar cabang/pasar
Pby<Rp.50.000.0 | Pby<Rp.5.00| Pby>Rp. Pby>Rp.
00 0.000 5.000.000 | 50.000.000
Administr | Rp 5.000,- Rp 2.000,- Rp 5.000,4 Rp 5.000,-
asi
Provisi 2% 2% 2% 1,5%
Notaris Rp 60.000,-s/d | Rp 60.000,1 Rp 60.000,1 Rp 60.000,-s/d
SKMHT | Rp 70.000,- s/d s/d Rp 70.000,-
atau Rp 70.000,- | Rp 70.000,-
Fidusia
Infaq Min. Rp 1000,- Min. Rp Min. Rp | Min.Rp
1000,- 1000,- 1000,-
Survey Rp 10.000,-s/d | Rp 10.000,1 Rp 10.000,4 Rp 10.000,- s/d
Rp 20.000,- s/d s/d Rp 20.000,-
Rp 20.000,- | Rp 20.000,-
Materai Kantor pusat dan cabang
Pby < Rp| Rp 3.500,-
1.500.000
Pby > Rp| Rp 6.500,-
1.500.000

6. Tujuan penggunaan pembiayaan yaitu:

a. Modal Kerja

b.

Investasi

c. Konsumtif

7. Target market:

a. Home Industry

b. Pedagang Pasar
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c. Petani

8. Jaminan berupa:
a. BPKB
b. SHM

9. Jenis pembayaran

a. Angsuran tetap dengan cicilan harian atau bulanan

b. Pembayaran angsuran melalduto Debet(pendebetan langsung)
dari tabungan anggota di BMT Harum Kudus apabilsabhah
mengalami keterlambatan dalam angsurannya, makadikanakan
denda yang harus dibayarkan sebesar 5% dari jutolaggakan
yang harus dibayarkan. Dan denda yang dibayarkaan ak
dimasukkan dalam fasilitas umum untuk dana mall.

10.Untuk pembayaran angsuran yang dipercepat/diluebgi awal dari
jangka waktu yang telah ditentukan, maka nasabadn adiberi
potongarvhugasah hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah

Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongpalunasan

dalam murabahah, yaitu sebagai berikut:

a. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakughmgsan
pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari wakng telah
disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kibaa
pembayaran tersebut, dengan syarat tidak dipet@angalam akad

b. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserap&da

kebijakan dan pertimbangan LKS
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11. Persyaratan Permohonan Pembiayaan

a. Telah masuk sebagai anggota

b. Membuka simpanasirkah sebesar Rp. 30.000,- bagi anggota yang
mengajukan dengan persyaratan memakai agunan,abggota
yang mengajukan tanpa memakai agunan (khusus dnggtasar)
maka simpanasirkah sebesar Rp. 100.000,-

c. Mengisi form pengajuan pembiayaan
Menyerahkan:
1) Foto copy KTP/SIM pemohon dan suami/istri/saudara

pemohon 2 lembar
2) Foto copy KK (kartu keluarga) 2 lembar
3) Foto copy rekening listrik yang terakhir 1 lembar
4) Foto copy slip gaji (bagi pegawai/karyawan) 1 lemba
5) Foto copy SPPT-PBB (jika agunan SHM)
6) Foto copy STNK (jika agunan BPKB) 2 lembar dan &isk
kendaraan (kertas dari BMT)

7) Foto copy rekening sirkah

d. Bersedia di survey

e. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan
Secara umum di BMT Harum Kudus yang paling banyak

pembiayaannya adalah pembiayaan sector riil yatiios dagang dengan

menggunakan akadurabahahAdapun mekanisme akawurabahahpada

* Brosur BMT Harapan Ummat Kudus.
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pembiayaan usaha mikro di BMT Harum Kudus adatdiagai berikut?
1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan dan Negoisasi
Dalam proses akachurabahahpada pembiayaan usaha mikro di
BMT Harum Kudus, langkah awal yang ditempuh addklah masuk
sebagai anggota/calon anggota. Kemudian anggotnglanengajukan
surat permohonan pembiayaan dan mengisi form pesmggjembiayaan
kepada BMT Harum Kudus. Anggota dapat melakukamyg@ean apabila
memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukanpobetk BMT Harum
Kudus, diantaranya:
a. Melengkapi persyaratan dalam pengajuan permohosiayaan.
b. Memiliki usaha (karena pembiayaarmurabahahini adalah pembiayaan
untuk usaha produktif) dengan ketentuan usahargehsoerjalan.
c. Memiliki agunan yang bisa menjadi jaminan.

Setelah anggota telah memenuhi persyaratan adrasiistian
dokumentasi, BMT kemudian menerima permohonan peaga
tersebut dan melakukan negoisasi dengan anggokaittedengan
jumlah nominal pembiayaan.

Dalam proses pemberian pembiayaan, pihak BMT kerha
mengabulkan permohonan anggota secara keseluruhanpum
sebagian. Secara keseluruhan maksudnya besar jumdahinal
pembiayaan yang diajukan oleh anggota dikabulkaurgeya karena

nilai taksasi agunan yang disertakan melebihi @amlah nominal

12 \Wawancara dengan Bapak Efi Sofyan sebMmiager Personalia dan Umurdi BMT
Harapan Ummat Kudus, (Tanggal 17 April 2014).
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pembiayaan yang diajukan. Sedangkan pemberian pga#n secara
sebagian adalah apabila nilai taksasi agunan yafgkeln oleh anggota
lebih rendah dari jumlah nominal pembiayaan yarguéean tetapi

orangnya bagus dan recordnya baik, maka pihak BM®&na
menurunkan jumlah plafon pembiayaan atau tidakase®ngan jumlah
nominal pembiayaan yang diajukan.

Dalam tahap negoisasi, sebelum BMT Harum memutymkamhonan

pembiayaan dari anggota, pihak BMT melakukan amatisrlebih

dahulu terkait anggota yang mengajukan pembiayAdapun tahap
yang dilakukan dalam proses analisis adalah sebag#ut’>

a. Analisa KarakterCharacter)

Yaitu kemampuan si pemohon pembiayaan untuk memenuh
kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan. Langkaimg dilakukan
dalam menganalisa karakter si pemohon pembiayaalaladebagai
berikut:

1) Bl Checking
Yaitu pengecekan melalui Bl mengenai kondisi peydan
yang sedang diterima melalui bank lain.
2) Bank Chencking
Yaitu pengecekan ke bank lain dimana si pemohon
mempunyai rekening maupun pembiayaan.

3) Trade Checking

13 MuhammadMateri Pelatihan Perbankan Syari’aB012, him. 9-11.
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Yaitu pengecekan kepada rekan bisnis si pemohon
pembiayaan mengenai hubungannya dengan rekanatanteru
terhadap ketepatan pemenuhan kewajiban.

4) Personal Checking

Yaitu pengecekan informasi kepada saudara, kawam a
rekanan bisnis si pemohon pembiayaan mengenai teangk
termasuk moralitasnya.

. Analisa Kondisi Condition)

Situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kondis
perekonomian pada saat tertentu dan mempengargist&e usaha
(produksi, pemasaran dan keuangan) anggota/catyotn
. Analisa KemampuarQapability)

Kesanggupan si pemohon pembiayaan untuk mengerabalik
pembiayaan dan kewajiban lainnya.

. Analisa PermodalarCapital)

Kondisi permodalan usaha si pemohon pembiayaary skan
menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besabipyaan
yang dapat diberikan.

. Analisa JaminanGollateral)

Yaitu menganalisa jaminan berupash, fixed assettau bentuk
lainnya yang dapat diberikan oleh si pemohon peyabia untuk
menjamin pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Lamhgkang

dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
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1) Melakukan penelitian aspek legal jaminan untuk nreéafoui
status hukum sebuah jaminan

2) Foto lokasi usaha, agunan, dan rumah tempat tinggal

3) Denah lokasi usaha atau pekerjaan, agunan, darmruma

4) Bukti keaslian No. Mesin dan No. Rangka jika agunyanberupa
kendaraan.

2. Prosedur Pengajuan Disposisi
Adapun prosedur pengajuan disposisi di BMT Harumdus
adalah sebagai berikut:

a. Semua berkas disposisi pembiayaan masuk ke kanisat dengkap
dengan pengisian data dan tandatangan kepala dchbgiam
pembiayaan dan surveyor.

b. Semua permohonan masuk ke kantor pusat lengkamagreysyaratan
yang telah ditentukan sebelumnya, maksimal sotie har

c. Permohonan anggota lama harus menyertakan tanda pmliknasan
pembiayaan sebelumnya, berupa print out rekeningnk@ngsuran,
rekening koran simpanan dan atau slip pelunasasusag

d. Berkas pengajuan yang mencantumkan agunan makas rdicek
kebenaran dari data agunan di brangkas.

e. Anggota pembiayaan tidak boleh mengajukan pembmaydas nama
dirinya sendiri sebelum pembiayaan yang pertamasiukecuali yang
disetujui oleh komite.

f. Sebelum mendapatkan disposisi dari pusat, penggjeiaiayaan tidak
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boleh dicairkan.

. Disposisi dikeluarkan oleh kantor pusat melalui &apcabang atau
bagian pembiayaan.

. Identitas yang tertera di dalam akad adalah sdadeatitas KTP/SIM

atau tanda pengenal resmi lainnya.

i. Berkas permohonan yang telah mendapatkan dispasisi sudah

dicairkan dikembalikan ke pusat disertai dengarn gdeanbiayaanya.

j. Akad yang disertakan diatas telah ditandtangargkep oleh petugas

cabang sebagai saksi-saksi dari akad tersebutusebdiserahkan ke
pusat.

. Khusus permohonan pembiayaan karyawan dan nasdbah wlilayah
pengendaliannya, disentralkan dikantor pusat.

. Apabila terjadi pembiayaan fiktif (penerima uandalt sesuai dengan
nama pemohon) atau tidak procedural maka yang riggtengjawab
adalah teller dan atau petugas yang mencairkan.

. Setiap karyawan berhak untuk saling mengontrol payaln yang
dikeluarkan BMT di setiap cabangnya masing-masiatansa tidak
melampaui batas hak dan wewenang masing-masingwary

. Apabila terjadi pembiayaan yang tidak procedurakaniearyawan yang
terkait dengan proses pencairan tersebut segerebuagrberita acara
dan diserahkan ke pusat maksimal 2 hari setelaties;.

. Agunan yang dijaminkan di BMT tidak bisa digantiaat diambil

sebelum pembiayaan lunas, namun hal tersebut biasangkinkan jika
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anggota/debitur yang bersangkutan diperbaharuirgiead
p. Khusus pembiayaan didalam pasar

1) Yang berhak mendapatkan pembiayaan adalah orangg yan
mempunyai usaha produktif di dalam pasar

2) Bagi nasabah yang tidak mempunyai kios (dibuktidengan SIP)
dengan pengajuan pembiayaan kecil, maka bisa dsgnbiayaan
dengan jaminan/tanggungan oleh anggota yang merapuigs
dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bagi nasabah yang menjamin/menanggung harus mekgarSIP
atau BPKB atau SHM sesuai dengan jumlah pembiayaag
ditanggung sebagaimana ketentuan plafon pembiayaan.

b.Bagi nasabah yang menanggung/menjamin dan yang
ditanggung/dijamin pembiayaannya bersama-sama ikut
bertandatangan sebagai pihak 1l dan pihak lll, asert
menandatangani berkas surat pernyataan yang tetpksahkan
dengan akad perjanjian BMT.

3) Bagi nasabah yang tidak mempunyai kios (dibuktidengan SIP)
maka bisa diberi pembiayaan dengan syarat memgkaiaa BPKB
dan atau SHM, dalam hal ini mengikuti ketentuan lpeyaan diluar
pasar.

4) Untuk pembiayaan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta) keatsagib
ditandatangani suami istri/saudara/pihak Ill.

g. Jangka waktu pembiayaan angsuran maksimal 1 tghngka waktu
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untuk pembiayaan musim/jatuh tempo (JT) maksim&ukan kecuali

debitur-debitur tertentu bisa melebihi jangka wakéusebut dengan

persetujuan komite.

Start

v

Cabang

v

Kep. Cabang

Alur Pengajuan Disposisi

Bag. Kelayakan Le. Bag. Analis KEU & Syar.
Bag. Kelayakan 5. Ketua Komite _»| Cabang
v v

Bag. Administrasi Ag.

Final/Keputusan Akhir

3. Plafon dan Jaminan 150% dari pembiayaan

Agunan
Plafon Kantor pusat/luar pasar Didalam pasar
< Rp. 500.000 BPKB 1990 keatas, disertakdanpa  jaminan/tabungs
surat pernyataan sebagaimana25% dari saldo dan diblok
dengan ketentuan rut
menabung

< Rp. 5.000.000,-

BPKB Th. 1995 keatas
Atau SHM diikatkan notaris
SKMHT

BPKB Th. 1990 keatas

atau SKMHT

diminta
todate)
Atau HGB kios diikatkan
SKMHT

tiap

< Rp. 10.000.000,-

BPKB Th. 2004 keat
diikatkan notaries/fidusia
Atau SHM diikatkan notaries

SKMHT

aBPKB Th. 2004 keatas
diikatkan notaries/fidusia

/Atau SHM diikatkan
notaris/ SKMHT
Atau SIP diikatkan

notaris/fidusia(pembaharug
SIP yang masih berlaki
diminta tiap  tahun/uf
todate)

Atau HGB kios diikatkan

Atau SHM diikatkan notaris

Atau SIP diikatkan notaries
atau fidusia (pembaharuan
SIP yang masih berlaku,
tahun/up

-

AN

o
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SKMHT

>Rp. 10.000.000,-

BPKB mobil Th. 1990 keat
diikatkan notaris/fidusia
Atau SHM diikatkan notarie
atau
SKMHT

aBPKB mobil Th. 1990
keatas, diikatkan notaris/
sfidusia

Atau SHM diikatkan
notaries atau

SKMHT

Atau HGB kios diikatkan
SKMHT

Nilai jaminan BPKB/SHM/SIP/HGB adalah 150% darifplapembiayaan

Keterangan:

Jika keluaran tahun kendaraan diatas tidak

layakuku pengajuan

pembiayaan tahun terkini, maka keluaran tahun keadamenyesuaikan

dari tahun ke tahun untuk pengajuan pembiayaan disgsuaikan harga

terkini.

4. Proses Akatf

Setelah proses pengajuan permohonan dan negeelasai dari

pihak BMT mengabulkan permohonan pengajuan pemaraygang

diajukan oleh anggota, maka selanjutnya adalaheprakad antara kedua

belah pihak.

Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan urs@aiaumikro

di BMT Harum Kudus adalah dengan akadirabahahdimana anggota

sebagai pembeli dan selanjutnya BMT sebagai penjaalDalam akad

tersebut juga menggunakan akad tambahan, vyaitu akakalah

(perwakilan) dimana pihak BMT nantinya mewakilkaepkda anggota

atas pembelian barang anggota itu sendiri. SehiB§4ja hanya berposisi

14 Wawancara dengan Bapak Hendro Crystanto setiemdla Cabang Utamadi BMT
Harapan Ummat Kudus, (17 April 2014).
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sebagai pemberi pinjaman uang untuk pembelian sbatang untuk
modal usaha mikro. Dalam akad keduanya menggunaitandar
perjanjian yang telah disediakan oleh BMT, jadusgh aspek ketentuan
dan legalitas perjanjian sudah diatur didalamnyangga anggota hanya
cukup mengisi data yang berkaitan dengan nasabamudian
menandatanganinya.

Untuk mekanisme pelaksanaan akad antara keduargwaldi
dengan akadnurabahah setelah form aplikasi diisi dan ditandatangani
oleh anggota, kemudian dilakukan akad tambaharu yad wakalah
(perwakilan). Akadvakalahini adalah pelimpahan oleh pihak BMT untuk
mewakilkan pembelian barang kepada anggotanya.yadadj melakukan
transaksi jual beli barang untuk modal usaha m#dalah anggota itu
sendiri dengan pihak pemasok atau penjual. Sedang@an BMT tidak
lagi sebagai penjual maupun pembeli dari pemasgkada anggota,
melainkan hanya sebagai pemberi pinjaman kepadayotangyang
melakukan pengajuan untuk membeli kebutuhan madiaimikronya.

Dalam transaksi ini, BMT Harum Kudus memberlakulealanya
system harga beli dan harga jual. Harga beli adséginmlah uang yang
dikeluarkan BMT untuk membeli barang dari pemasakgydiminta oleh
anggota dan disetujui oleh BMT. Sedangkan harghgdalah harga beli
ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepalddti pinak BMT
dan anggota yang ditetapkan dalam akad ini.

Besar kecilnya harga beli (pokok pinjaman) tidakna®-mata
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ditentukan pada jumlah uang yang dikeluarkan unteknbeli barang riil
yang dibutuhkan oleh anggota, melainkan jumlah payalan yang sudah
disetujui oleh pihak BMT. Jumlah pembiayaan tersetidasarkan atas
jaminan yang disertakan oleh anggota untuk menantddesar kecilnya
kelayakan pemberian pembiayaan. Harga jual didapatlari harga beli
ditambah dengan margin keuntungan yang nantinyastdibayarkan oleh
anggota kepada BMT. Sedangkan yang menjadi ba@mgqan adalah
barang yang telah dimiliki oleh anggota (bangunamah, kendaraan).
5. Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayasiurabahah Terhadap
Usaha Mikro Di BMT Harum Kudus
Penentuan margin keuntungan yang harus dibaydr ahggota
kepada pihak BMT, semuanya sudah dipatok atau tdken
prosentasenya oleh pihak BMT. Penentuan prosergasara umum
dapat ditentukan dengan menggunakan rumus seberijaitd®
a. HargaJual Bank =HargaBeli + (Harga Beli x % x Waktu) —»
Gharar
b. Harga Jual Bank = Harga Beli Bank + (Waktu X Cost Recovery) +
% Keuntungan
Dimana:
Cost Recovery = Nilai Pembiayaan Murabahah Dari kBan
Syariah/Target Penjualan (Outstanding

Pembiayaan) x Estimasi Biaya Operasional 1

> MuhammadTeknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing di BanyaBiah, (Yogyakarta:
Ull Press, 2004), him. 190.
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Tahun
% Margin = Persentase x Pembiayaan
Cost Recovery + Keuntungan

Margin dalam % = x 100%

Harga Barang di Toko

Contoh kasus dalam pembiayaan penambahan maalah usikro
yang terjadi di BMT Harum Kudus, adalah sebagakbér

Pak Rahmad yang profesinya sebagai pedagang kendijzasar
Jember, mengajukan pembiayaan di BMT Harum Kudum guenambah
modalnya sebesar 5.000.000,00 dengan jangka wakiatéulan. Margin
yang disepakati antara pihak BMT dan pak Rahmadahda,5%.

Berapakah angsuran yang harus dibayarkan oleh patkm& tiap

harinya?

Di ketahui:

Jumlah pembiayaan : 5.000.000,00
Jangka waktu : 4 Bulan
Margin yang disepakati 1 2,5%

Di tanya:

Berapakah angsuran yang harus dibayarkan oleh patkm& tiap
harinya?
Jawab:

= pinjaman x 2,5%
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Keterangan: besarnya margin persentase dipengaleinijangka waktu
pembiayaan.

= Rp. 5.000.000 x 2,5%

= Rp. 125.000,00

1. Perhitungan angsuran setiap harinya

= Plafon + % Margin

Jangka waktu

= Rp. 5.000.000 x 2,5%

100 hari
= Rp. 55.000,00
2. Perhitungan total kewajiban
= Angsuran x jangka waktu
= Rp. 55.000,00 x 100 hari
= Rp. 5.500.000,00
Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat pligkan bahwa
penentuan margin keuntungan sudah sesuai dengaekayari’ah. Hal
ini di karenakan adanya kesepakatan dua belah pihtEta anggota dan
BMT Harum dan adanya negoisasi di awal kesepakattkan terjadinya
akad pembiayaan.
6. Pencairan Pembiayaan
Setelah pembiayaan telah di Acc maka atas infeirclari Kepala
Cabang anggota pembiayaan datang ke kantor BMTkustgera

menandatangani akad dan mengambil uangnya dengdranenidentitas
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asli KTP/SIM suami istri/ahli waris untuk ditunjuik petugas BMT.
7. Proses Pembelian Barang

Dalam proses pembelian barang, sesuai yang dgielhskan pada
bagian akad di atas bahwa untuk pembelian bardaku#an oleh pihak
anggota karena adanya akadkalah (BMT mewakilkan anggota untuk
pembelian barang).

Untuk proses pembelian barang dilakukan seteladnad
pembiayaan yang diajukan oleh anggota telah canggata cukup
mendatangi pihak pemasok atswpplier untuk membeli barang sesuai
yang dibutuhkannya. Dari hasil wawancara oleh Bdfakdro Cristanto
selaku Kepala Cabang Utama di BMT Harum Kudus bakwitansi
pembelian barang harus diserahkan kepada pihak BiM& .anggota lalai
atau tidak menyerahkan bukti kuitansi pembelianahgr maka akad
tidak dibuatkart®

8. Prosedur Penarikan/Kolecting Angsuran

Setelah anggota menerima dana pembiayaan dak BiRAE dan
telah melakukan pembelian atas suatu barang unégperkian modal
usaha mikro, maka anggot@mempunyai kewajiban untuk membayar
angsuran berupa angsuran pokok dan angsuran mkegiada BMT
Harum Kudus selama jangka waktu yang telah ditemtud awal akad.

Petugas atau aparat yang ditunjuk oleh manageik umewakili

fungsi operasional BMT dilapangan/pasar dapat matéstimasi berapa

6 Wawancara dengan Bapak Hendro Crystanto setiéemdla Cabang Utamadi BMT
Harapan Ummat Kudus, (Tanggal 17 April 2014).
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jumlah kembutuhan dana yang diperlukan untuk tiesisdi lapangan.
Jika jumlahnya diperkirakan tidak dapat dipenuhi planlah setoran yang
rencananya akan diterima, maka petugas lapangaat dapngajukan
permohonan dana sementara (kasbon/talangan) ke kasilah dana ini
harus sudah disetujui oleh manager dan dicatat l&keddkuitansi
sementara pengambilantintuk dipertanggungjawabkan kepada kasir (di
counter) diakhir hari atau proses tutup buku.

Dari penjelasan pelaksanaan akadurabahah terhadap
pembiayaan usaha mikro di BMT Harum Kudus, dapgambarkan
sebagai berikut:

Gambar 1.1

Alur Mekanisme Pembiayaaviurabahatt’

1 Negosiasi & Persyaratan————

2 Akad Jual Beli

A

v

BANK 0. Bayar NASABAH

A

5.Terima Barang

& Dokumen

3 Beli Barang SUPLIER 4 Kirim
PENJUAL

" Muhammad Syafi'i AntonioQp.cit, him. 107.
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Dengan alur pembiayaamurabahah seperti gambar diatas,
tentunya pihak Bank akan kerepotan dalam prosebgemn barang. Tapi
dengan adanya Peraturan Bank Indonesia No. 7/4®/2@@ngenai
penyaluran dana yang menggunakan akadrabahah pihak bank
diperbolehkan menggunakan akaedkalah (perwakilan) kepada nasabah
dalam proses pembelian barang.

Alur pembiayaanmurabahahyang menggunakan akasakalah
(perwakilan) kepada nasabah dalam pembelian barauciagat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Alur Mekanisme Pembiayaan Murabahah Dengan Akadoaiian
Wakalah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Harurdusu

1. Pengajuan Negoisasi

Y 2. Akad - \ 4 Jual Beli
Bank |~ " | Nasabah| « » | Supplier
——F
5.Angsuran 7y

3.Penyerahan modal

Keterangan:
1. Pengajuan dan Negoisasi
2. Akad (murabahahdanwakalah)
3. Penyerahan Modal
4. Transaksi Jual Beli (nasababpplie))

5. Pembayaran Angsuran
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Dari alur gambar mekanisme pembiayaanrabahah tersebut,
dapat dilihat adanya perubahan arus jual beli learadanya akad
tambahan Wakalal) oleh pihak BMT Harum Kudus kepada pihak

anggota.

. Analisis Penilaian Pelaksanaan Pembiayaan Terhadap Usaha Mikro
di KSUBMT Harum Kudus

Pembiayaan merupakan salah satu produk utama dsietu
lembaga keuangan. Begitu juga pembiayaan yang rikapeoleh BMT
Harapan Ummat Kudus kepada para anggotanya.

Namun demikian, tidak begitu saja BMT Harapan Urnkadus
akan memberikan pembiayaan tersebut karena adeapelgal yang perlu
di lakukan. Salah satunya adalah dnegan mensuraeyntenilai calon
anggota yang akan diberi pembiayaan. Berdasarkaitaja® pelaksanaan
akad murabahahterhadap pembiayaan usaha mikro di BMT Harapan
Ummat Kudus maka dapat di analisis dari beberapekaseliputi:

Pertama, dari aspelbC yaitu Character, Capacity, Capital,
Condition of Economicdan Collateral merupakan aspek awal yang akan
di nilai oleh BMT Harum Kudus yang meliputi sifaditak, kemampuan
dalam mengelola usaha, permodalan, kondisi ekomamianggota dan
jaminan yang disertakan dari anggota/calon anggmtebut. Dari hasil
penelitian BMT Harum Kudus sudah cukup untuk mewiédam aspekC

ini karena bisa dilihat dari menganalisa karakiggesnohon pembiayaan
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yang melalui beberapa tahap melipbank checking, trade checkinggn
personal checkingkemampuan anggota dalam membayar kewajibannya
dihubungkan dengan kemampuan anggota dalam meagelsiha
produktifnya untuk memperoleh laba. Dalam hal mggota sudah cukup
berpengalaman dalam menggerakkan usahanya karsaaditihat dari
kemampuan anggota dalam menghasilkan output produk,

Kedua, aspek mengenai tambahan akad yaitu ak&dlah pada
pelaksanaan pembiayaan usaha mikro di BMT Harapaméai Kudus.
Dengan adanya akad tambahaakalah menjadikan skim ini berbeda
dengan skimmurabahah Secara akad, keseluruhan akad lmaikabahah
danwakalahdilakukan dalam satu kesatuan meskipun akad tetrsebah
dipisah. Penandatangan akad dilakukan bersameamaljahah dan
wakalah)oleh pihak BMT dan anggota, menyebabkan ketidakgpaskad
dalam mekanisme pembelian dan kepemilikan barany ydiperjual
belikan.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indandso.
7/46/PBI1/2005 tentang penyaluran dana menggunakad murabahah
yang dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) huruf d dik@im bahwa dalam hal
bank mewakilkan kepada nasabalakalal) untuk membeli barang, maka
akad murabahahharus dilakukan setelah barang secara prinsip adenj
milik bank.'®

Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan akadabahahdilakuakan

18 Secara prinsip barang milik bank dalavakalah pada akadnurabahahadalah adanya
aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barangditbuktikan dengan kuitansi pembelian.
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sebelum barang secara prinsip menjadi milik BMThaesnya jika pihak
BMT ingin mewakilkan pembelian barang kepada armgdiarang

tersebut harus dibelikan terlebih dahulu oleh atag&etelah anggota
mendapatkan kuitansi pembelian barang, selanjutaytansi tersebut

diserahkan kepada pihak BMT sebagai bukti pembeltas barang yang
telah dibeli oleh anggota.

Selain itu, bila dikaji lebih jauh dari syarat wk sertamaqgashit
as-syari'ah akad tersebut, masih ada beberapa aspek yang perlu
diperhatikan kesesuaiannya dengan konseprabahah secara figh
maupun teori dalam perbankan syari’ah. Sebagairkiga&etahui, fungsi
BMT dalam skim murabahah adalah sebagai penjual barang untuk
kepentingan anggota, dengan cara membeli barang w#perlukan
anggota dan kemudian menjualnya kembali kepadacsagtgngan harga
jual yang didapatkan dari harga jual yang didapatkari harga beli
ditambah dengan margin keuntungan. BMT harus mdtabhar secara
jujur harga pokok barang berikut biaya yang digaiu dan
menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembbhrang
kepada anggota. Namun demikian, sebagai penyediandadalan
prakteknya pihak BMT tidak mau dipusingkan dengamgkah-langkah
pembelian barang. Karenanya BMT menggunakan mddid \@akalah
dengan memberikan kuasa kepada aggota untuk mesdraliri barang
yang diinginkan.

Dengan adanya akad tambahan bemgkalah posisi BMT bukan
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lagi sebagai perantara pembeli dari pemasok danuaiaga kepada
anggota, melainkan hanya sebagai pemberi pinjamadaimkepada
anggota. Dengan kata lain BMT hanya memperjualaelinodal saja,
bukan barang yang dibutuhkan oleh anggota. Sedangkeak BMT
nantinya menuntut untuk mendapatkan keuntungan @ewgin) hasil
pembelian barang yag dilakukan oleh anggota. Makantingan yang
didapat pihak BMT bukan lagi atas pemberian jadsaga perantara
pembelian barang dari pemasok asapplier kepada anggota, melainkan
keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberiam@injanodal. Maka hal
tersebut tidak ada bedanya dengan konsep bungan@exh dalam Islam
dengan jelas dan tegas telah mengharapkan bunga.

Allah telah berfirman:

* P oI P lE@eOE B -LCOND®IgRa @0
g B0 LnOX] He o 2% Im 6 D ONORY

* F o3 86 DO DY, BXORGA N0 €0
VNS ROEROM w@AWCAG ORO FLAEOREHON

AL72EN<=A>EH> 2 23784 XN= Al A1@feo
HAON. 0N T SO DN.C R AAV D+ @& Ok
o XAXKA FON=¢R vAWNCAN OO o CHOSARERY
B O OC e X RITNOHY =060 ARQ

AE wO XX @h s O& R BYHE E2AGDXIO+Q1xbeo
DN IO @A JEAE W +S0F EXNHVEZIRO

ED S €000 &= v HAE+HED W@
Artinya: “Hai orang-orang yang beirman, janganlataiku memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepatdahA

supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Ali Imran)103

Pembenaran pengambilan keuntungan dalam akadhbahah
sebenarnya karena atas dasar adanya jasa bankaisgbe@ntara

pembelian barang dasupplieratau pemasok kepada anggota, bukan dari
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pinjaman modal dari bank.

Ketiga, aspek terhadap kesepakatan pemberian MaigBMT
Harapan Ummat Kudus ditentukan satu kali pada akat, dan tidak
berubah selama periode akad. Dalam pelaksanaarpilak BMT
menegosiasikan tentang margin keuntungan kepadgotmngSetelah
margin tersebut disepakati bersama, pihak BMT tiolaslieh merubah atau
mengganti margin selama periode akad. Hal ini suske$uai dengan
syari’‘ah karena dalam penentuan margin keuntungidwak BMT sudah
menawarkan terdahulu persentase margin sesuai mengafon

pembiayaan yang telah diajukan.
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